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Hukum dan Perundang-undangan

Tidak jarang orang menyamakan hukum dan perundang-undangan. Memang kedua
istilah tersebut bertalian erat karena keduanya merujuk kepada suatu hal yang sama, yakni:
aturan yang menata pergaulan dalam hidup bermasyarakat (dan bernegara).

Aturan hukum dapat berupa suruhan dan/atau larangan untuk melakukan perbuatan
tertentu dan/atau untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang pelanggaran terhadap
aturan hukum tersebut dapat dikenai sanksi hukum—atau orang biasa menyebutnya sebagai
hukuman—baik yang berupa sanksi pidana (yang bersifat fisik, seperti hukuman penjara), sanksi
perdata (yang bersifat keperdataan, seperti hukuman untuk membayar ganti rugi), maupun
sanksi administrasi (yang bersifat administratif, seperti hukuman yang berupa pencabutan
perizinan).

Namun, ada perbedaan makna antara hukum dan perundang-undangan. Hukum
cakupannya lebih luas daripada perundang-undangan karena hukum meliputi perundang-
undangan—dalam arti peraturan tertulis—sekaligus mencakup pula tatanan pergaulan hidup
bermasyarakat yang telah melembaga sabagai sebuah aturan meskipun dalam bentuk yang
tidak tertulis.”

Bila ditinjau lebih jauh lagi, ternyata aturan yang tidak tertulis namun ditaati oleh
anggota masyarakat lebih mendukung penegakan hukum ketimbang keberadaan aturan
perundang-undangan (yang tertulis) yang diabaikan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga,
adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu hal tertentu tidaklah secara
sertamerta berarti bahwa untuk hal tertentu tersebut hukumnya telah terselenggara karena
boleh jadi meskipun ada aturan hukumnya (yang tertulis) namun tidak ada penegakan
hukumnya.

? Untuk diketahui bahwa perbedaan antara aturan hukum tertulis (written law) dan aturan hukum tidak
tertulis (unwritten law) bukanlah semata-mata karena bentuknya, yakni yang satu berbentuk tertulis
dan yang lainnya dalam bentuk tidak tertulis. Pengertian aturan hukum tertulis adalah peraturan
perundang-undangan sebagai produk lembaga legislatif (statutory law)—yang lazimnya berupa
dokumen (yang tertulis). Sementara yang disebut sebagai hukum tidak tertulis (atau hukum kebiasaan)
dapat ditemui dalam bentuk yang tertulis, hanya saja sifat ketertulisannya bukan sebagai dokumen
produk resmi lembaga legislatif melainkan tulisan yang dibuat oleh perseorangan (seperti catatan
hakim, misalnya).
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Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum dan perundang-undangan bukanlah
dua hal yang secara persis dapat saling bersubstitusi karena adakalanya ada [penegakan]
hukum meski tidak ada aturan tertulisnya dan, sebaliknya, bisa saja ada aturan tertulisnya (dhi:
peraturan perundang-undangan) namun tidak ada [penegakan] hukumnya.

Karena itu manakala membahas tentang hukum dan penegakan hukum, muaranya tidak
harus berupa pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerbitan peraturan perundang-
undangan hanyalah salah satu instrumen dan bukan satu-satunya alternatif solusi dalam
penegakan hukum. Sehingga, kinerja lembaga legislatif tidak diukur dari seberapa produktifnya
lembaga tersebut membuat peraturan perundang-undangan.

Komponen Penegakan Hukum

Dalam menyelengarakan penegakan hukum terdapat setidaknya empat komponen
penting yang secara simultan harus ada, yaitu: (1) Aturan hukum yang baik; (2) Aparat penegak
hukum yang kapabel dan berdedikasi; (3) Pra/sarana penunjang yang memadai; dan (4)
Lingkungan yang mendukung.

Pertama, aturan hukum yang akan diselenggarakan haruslah baik dalam arti mengatur
suatu hal secara komprehensif dan proporsional sehingga aturan hukum tersebut layak-terap.
Dalam pemerintahan yang bersifat otoritarian, produk hukum disikapi sebagai titah final
penguasa. Penerapannya hanya satu arah saja, yakni dari atas ke bawah. Aturan hukum
[negara] harus selalu dipandang sebagai suatu yang benar dan tidak dapat dibantah
kebenarannya.

Permasalahan dalam penegakan hukum lazimnya dideskripsikan dengan adanya
kesenjangan antara das sollen (situasi yang dicita-citakan) dengan das sein (keadaan
senyatanya). Lalu, yang dijadikan obyek rekayasa dalam penegakan hukum tertuju pada
bagaimana caranya agar das sollen mewujud menjadi das sein.

Padahal, tidak selamanya ketidakterselenggaraan suatu aturan hukum disebabkan oleh
ketidakberesan pada masyarakat. Boleh jadi penyebab tidak terselenggaranya suatu aturan
hukum disebabkan justru oleh ketidakberesan aturan hukum itu sendiri. Terjadinya berbagai
aktivitas peninjauan dan perubahan terhadap beberapa aturan hukum yang ada merupakan
petunjuk atas fenomena tersebut, yakni ada yang perlu diperbaiki pada aturan hukum yang
ada.
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Karena itulah penegakan hukum pada pemerintahan yang demokratis tidak melulu
bersifat deduktif (top—down) melainkan harus tersedia mekanisme yang bersifat induktif
(bottom—up). Maksudnya, berbeda dengan pemerintahan yang otoritarian yang aturan
hukumnya hanya mewadahi kehendak penguasa, penegakan hukum pada pemerintahan yang
demokratis harus menyediakan saluran untuk menampung masukan yang berupa cetusan-
cetusan kehendak anggota masyarakat, terutama masukan dari para pemangku kepentingan
yang terdampak oleh aturan hukum tertentu.

Komponen kedua adalah kapabilitas dan dedikasi aparat penegak hukum. Kiranya
semua pihak mengetahui peran penting aparat penegak hukum dalam penegakan hukum.
Dalam penegakan hukum diilustrasikan bahwa aturan hukum yang buruk di tangan aparat
hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang lebih baik daripada aturan hukum
yang baik di tangan aparat hukum yang buruk. Situasinya tergambar dalam ungkapan, ‘the man
behind the gun,” bahwa perilaku penegakan hukum tergantung pada perilaku aparat penegak
hukum.

Komponen ketiga adalah memadainya pra/sarana penunjang dalam penegakan hukum.
Bila butir di atas lebih bersifat kualitatif, butir ini lebih bersifat kuantitatif, yakni berupa
perhitungan rasional terhadap ketersediaan pra/sarana pendukung bagi penegakan hukum.
Tekad yang teguh untuk menegakkan hukum memang suatu hal yang amat penting, namun
penegakan hukum tidak cukup hanya dengan mengandalkan tekad semata-mata. Miskinnya
pra/sarana penunjang jelas merupakan kendala dalam penegakan hukum.

Komponen keempat adalah dukungan dari lingkungan (milieu) terhadap kegiatan
penegakan hukum. Bagi keberhasilan penegakan hukum, dukungan lingkungan bersifat
substansial. Bila ditilik lebih lanjut, sumber atas ketiga komponen penegakan hukum yang
disebutkan sebelumnya adalah masyarakat. Bila masyarakat mendukung usaha dan kerja
penegakan hukum, maka niscaya dapat diharapkan keberlanjutan dalam kegiatan penegakan
hukum. Partisipasi aktif anggota masyarakat dalam proses pembentukan aturan hukum adalah
kunci dalam membentuk aturan hukum yang baik. Dari lingkungan masyarakat yang baik itu
pulalah dapat diharapkan rekrutmen aparat penegak hukum yang juga baik. Sedangkan
pra/sarana dalam penegakan hukum tidak selamanya harus berasal dari negara karena
kebutuhan pra/sarana dalam penegakan hukum juga dapat berasal dari sumbangsih anggota
masyarakat.
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Dengan memahami perlunya keberadaan keempat komponen di atas secara serentak
dalam penegakan hukum, maka seyogianya upaya ke arah penegakan hukum tidak hanya
terpaku pada salah satu komponen penegakan hukum saja.

Hukum dan Pembangunan

Hukum, bersama berbagai aspek lainnya—i-pol-ek-sos-bud-hankam--berfungsi sebagai
alat perekayasa kehidupan masyarakat. Maksudnya, aturan hukum dapat turut serta
mengarahkan perkembangan kehidupan masyarakat melalui penataan terhadap pergaulan
hidup anggota masyarakat. Dengan disertai ancaman sanksi hukum, aturan hukum dapat
mendorong anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu dan/atau sebaliknya untuk
mencegah anggota masyarakat berperilaku tertentu.

Dalam pembentukan aturan hukum terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (1)
Hal-hal yang bersifat teknis-yuridis; (2) Hal-hal yang bersifat subtansi aturan hukum yang akan
dibentuk; dan (3) Hal yang berupa arah politik hukum nasional.

Perihal teknis-yuridis menyangkut hal-hal yang berupa tata-cara dalam pembentukan,
pengundangan, dan pemberlakuan aturan hukum. Di dalamnya termasuk perihal status
lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan legislatif dan prosedural
perhubung di antara lembaga-lembaga tersebut. Yang perlu diperhatikan pada butir ini adalah
penciptaan mekanisme kerja yang seefektif mungkin, sehingga segenap unit kerja dalam
penyelenggaraan kekuasaan legislatif dapat berkarya secara optimal.

Perihal subtansi aturan hukum berfokus pada hal-hal yang berkenaan dengan materi
yang menjadi muatan aturan yang akan dibentuk. Pada butir ini, adalah sangat krusial untuk
menimba pendapat para narasumber, yakni para pakar yang memiliki keahlian pada bidang
yang akan diatur di samping juga dibutuhkan masukan dari para pelaku yang berpengalaman
pada bidang yang akan diatur tersebut. Yang perlu disadari bahwa lembaga legislatif meskipun
sebagai pemegang otoritas dalam pembentukan aturan hukum tidak perlu menempatkan diri
sebagai lembaga yang serba tahu terhadap segala sesuatunya. Penyelenggaraan konsultasi
secara intens dengan para pakar dan para pelaku yang berpengalaman dalam menggeluti seluk-
beluk bidang yang akan ditata sangatlah penting dan jangan diabaikan.

Perihal arah politik hukum dalam pembentukan aturan hukum bersandar pada
kebijaksanaan nasional dalam penyelenggaraan hukum. Prinsip hirarki sangat perlu untuk
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diperhatikan, yakni bahwa aturan yang akan dibentuk memiliki dasar hukum (sebagai
dudukannya) pada aturan hukum di atasnya sehingga aturan hukum yang lebih rendah
berfungsi untuk menindaklanjuti agar dapat berjalannya aturan hukum atasannya. Tentu saja
aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh betentangan dengan aturan hukum yang lebih
tinggi peringkatnya.

Arah politik hukum juga dapat dikenali dengan memperhatikan perkembangan
‘konsensus nasional.” Sebagai sebuah konsensus, sifatnya tentu bukan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan yang tertulis. Namun, kesepakatan (tidak tertulis) tersebut mengandung
perkembangan jiwa bangsa yang patut direkognisi.

Problematika Perundang-undangan

Sebelum ini telah disinggung perihal fungsi hukum—termasuk melalui pembentukan
perundang-undangan—sebagai sarana pengarah perkembangan tata pergaulan hidup
masyarakat. Namun, dalam perakteknya, hal ini sama sekali tidak mudah untuk
diselenggarakan.

Tidak jarang terjadi bahwa aturan hukum yang semula diharapkan sebagai pemberi arah
perkembangan masyarakat sehingga mustinya berada di depan, hukum malah berkembang
sangat lambat dan hanya membuntuti perkembangan masyarakat dari belakang. Kurangnya
informasi mengenai perkembangan masyarakat dunia, berdampingan dengan ketidakmantapan
visi masa depan—sehingga tidak diketahui secara jelas perkembangan masyarakat seperti apa
yang dikehendaki pada masa yang akan datang—merupakan kendala mendasar yang
menghambat perekayasaan hukum vyang bersifat antisipatif. Yang kerap terjadi adalah
pengembangan hukum yang hanya bersifat reaktif saja terhadap perkembangan perkembangan
masyarakat.

Mulai dari ketidakjelasan visi tersebut, kemudian merambat ke ketidakjelasan
penjabarannya dalam misi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu,
ketidakjelasan misi tersebut membuat tidak dapat disusunnya strategi (yang handal) untuk
mengarahkan perkembangan masyarakat. Karena itulah tidak mengherankan jika menemukan
fenomena hukum dan penegakan hukum yang hanya berupa aksi-aksi sporadis yang tidak
terintegrasi satu dengan yang lainnya.
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Di antara penyebab terjadinya kebuntuan visi, misi, strategi, dan aksi itu adalah
kurangnya partisipasi anggota masyarakat, khususnya mereka yang disebut dengan istilah
‘jenius lokal’ dalam turut serta memberikan sumbang pikir dan sumbang saran dalam
menghadapi dan memberikan alternatif solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh
masyarakat, bangsa dan negara. Ada banyak alasan mengenai sepinya partisipasi anggota
masyarakat tersebut, di antaranya adalah ketiadaan forum yang menjamin kebebasan anggota
masyarakat untuk mengekspresikan opini mereka. Tersekatnya konstribusi cemerlang anggota
masyarakat cerdas ini pada gilirannya merugikan diri kita sendiri karena lemahnya daya survival
kita sebagai sebuah negara-bangsa di antara kompetisi negara-negara dunia. Jalan ke luar dari
kebekuan situasi ini adalah dengan terus menyorong proses demokratisasi sehingga
melancarkan segenap saluran yang menjadi media penyampaian aspirasi masyarakat. Pangkal
dari usaha ini adalah membina suasana kerterbukaan yang sehat dan meyehatkan di antara
sesama anak bangsa, baik yang memegang otoritas maupun warga negara kebanyakan.

Di samping itu, alasan klasik yang juga merupakan kendala bagi hukum sehingga tidak
mampu maju ke depan untuk turut serta mengarahkan perkembangan masyarakat adalah
perilaku birokrasi yang berliku-liku dan cenderung lamban dalam merespon pekerjaan apapun.
Kata kunci untuk mengatasi hal ini dalah dengan melakukan efisiensi kerja.
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